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RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang harus berhadapan dengan permasalahan
pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Meski
bukan negara tujuan, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir
dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu
Australia. Kehadiran imigran ilegal tersebut telah melahirkan permasalahan
tersendiri dan sangat signifikan di Indonesia yaitu timbulnya dampak di bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan
keimigrasian, karena tak sedikit kasus yang juga mengindikasikan adanya
penyelundupan manusia.

Penelitian ini merupakan studi dokumenter (documentary study) dengan
menggunakan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang
meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau
library research. Penelitian ini mengkonspesikan suatu sistem normatif yang
bersifat otonom dan tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat. Penelitian
ini menggunakan pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang-undang
(statute approach) dan pendekatan konspetual (conceptual approach).

Indonesia masih belum urgen untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang
Status Pengungsi dan dan Protokol Tambahan 1967 sebab kewajiban yang lahir
bagi negara peserta konvensi ini cukup berat yaitu wajib melaksanakan daftar hak
dan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi. Penanganan pencari suaka dan
pengungsi di Indonesia dengan bantuan UNHCR terdiri dari tiga tahap yaitu dari
proses ditangkapnya atau ditemukannya para pengungsi, pemrosesan penetapan
status pengungsi dan pemindahan pengungsi ke negara ketiga. Model kerja sama
regional dan global dalam menangani masalah pengungsi merupakan cara
yangefektif untuk membagi beban bagi negara yang terus menerus menjadi tempat
transit bagi pengungsi teritorial seperti Indonesia.

Kata kunci : model, kebijakan, suaka, negara transit, hukum internasional



SUMMARY

Indonesia is a country that must face the problem of asylum seekers and
refugees who enter and live in Indonesian territory. Even though it is not a
destination country, Indonesia is the last stop for a wave of asylum seekers and
refugees to their destination country, namely Australia. The presence of these
illegal immigrants has created a wrong and very significant problem in Indonesia,
namely the emergence of impacts in the fields of ideology, politics, economy,
socio-culture, national security, and immigration vulnerability, because there are
many cases that also state human smuggling.

This research is a documentary study using normative juridical. Normative
research is legal research that examines library materials so it is also called
library law research or library research. This study specifies a normative system
that is autonomous and closed and independent of people’s lives. This study uses a
problem approach that includes a statutory approach (statute approach) and a
conceptual approach (conceptual approach).

Indonesia still has not pressed for ratification of the 1951 Convention on the
Status of Refugees and the 1967 Additional Protocol because the obligations that
are born to the participating countries of this convention are quite heavy, namely
the obligation to implement a list of rights and obligations contained in the
Convention. The handling of asylum seekers and refugees in Indonesia with
UNHCR assistance which consists of three stages, namely the process of arresting
or finding refugees, does not determine the status of refugees and the transfer of
refugees to third countries. Regional and global cooperation models in refugee
issues are an effective way to share the burden on a country that continues to be a
transit point for territorial refugees such as Indonesia.

Keywords: model, policy, asylum, transit country, international law
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, di mana
terdapat tidak kurang dari 17.480 pulau kecil dan memiliki enam pulau
besar/utama (P.Sumatera, P.Kalimantan, P.Jawa, P.Sulawesi, P.Maluku, dan
P.Papua). Letaknya strategis dimana berada diantara 2 (dua) samudera yakni
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan 2 (dua) benua yakni Benua Asia
dan Australia. Kondisi ini pula yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu
kawasan perlintasan utama bagi perdagangan dunia, yang tentunya memiliki
dampak yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian di negara yang berpenduduk terbesar ke empat di dunia ini .

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan
permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan
tinggal di wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, dengan
konsekuensi letak geografis, negara Indonesia merupakan tempat
persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke
negara tujuan, yaitu Australia. Kehadiran imigran ilegal tersebut di wilayah
negara Indonesia, telah melahirkan permasalahan tersendiri dan sangat
signifikan di Indonesia yaitu timbulnya dampak di bidang ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian,



karena tak sedikit kasus yang juga mengindikasikan adanya penyelundupan
manusia.

Berada di antara negara — negara penerima pencari suaka dan pengungsi
dalam jumlah besar seperti Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena
dampak dari pergerakan populasi tercampur (mixed population movements).
Kedatangan baru pencari suaka yang tinggi telah menjadikan masalah
suaka/migrasi sebagai salah satu faktor penting dalam bidang keamanan
Negara, dengan sebagian besar pendatang berasal dari Afghanistan, Iran, Iraq,
Myanmar, Pakistan, Somalia dan Sri Lanka. Pencari suaka dan pengungsi
tetap memperoleh perlindungan atas pemulangan paksa dan tetap diberikan
akses ke United Nations High Comission for Refugees (UNHCR).

Jumlah pencari suaka di Indonesia mencapai belasan ribu orang, yaitu
menurut data UNHCR, pada 2017, terdapat 13.840 pencari suaka. Data
pengungsi/pencari suaka yang telah ditangani oleh UNHCR Indonesia selama
2018 mencapai 2.945 orang, terdiri dari pengungsi Afghanistan 1.635 orang,
Somalia 338 orang, Iran 251 orang, Eritrea 186 orang, dan Myanmar 114
orang. Sebagian besar pencari suaka tersebut tinggal di rumah detensi
imigrasi (rudenim) yang sebenarnya tidak ditujukan bagi para pencari suaka,
tetapi untuk para orang asing pelanggar keimigrasian Indonesia. !

Dalam rilis laporan bertajuk 'Indonesia: Children Seeking Refuge Find
Abuse, Neglect', lembaga Hak Asasi Manusia atau Human Rights Watch
(HRW) mengatakan, setiap tahun ratusan imigran ditahan di Indonesia
dengan kondisi yang kumuh. Laporan yang diterbitkan pada 23 Juni 2013 itu

menyebutkan, mereka ditahan tanpa adanya pengacara, bahkan perkaranya

1 Metro.tempo.com, Data UNHCR, Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk ke Indonesia,
tersedia di https://metro.tempo,co/read1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-nasuk -ke-
indonseia, diakses pada 10 November 2019



terkadang dikalahkan. Lainnya, dibiarkan untuk bertahan hidup sendiri.
Tanpa bantuan makanan dan tempat tinggal. Menurut HRW, Indonesia
menahan ratusan imigran dan anak-anak pencari suaka setiap tahun tanpa
memberi mereka kesempatan untuk membela diri dari tahanan. Hukum di
Indonesia membiarkan penahanan di imigrasi hingga sepuluh tahun.?

Menurut Ifdhal kasim, penentuan status pengungsi atau pencari suaka
terhadap para imigran menjadi penting untuk mencegah para pembonceng
yang memiliki motif yang berbeda. Pembonceng itu biasanya terkait dengan
kegiatan pidana seperti human trafficking, terkait kejahatan perang dan lain
sebagainya .Di sisi lain, Komnas HAM menilai lamanya masa tunggu bagi
para pengungsi dan pencari suaka atas kejelasan statusnya berpotensi
menimbulkan pelanggaran HAM. Lamanya proses kejelasan status itu dapat
menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi dan pencari suaka. Hal
itu terjadi ketika mereka ditempatkan di Rudenim yang fasilitasnya tergolong
tidak layak.

Indonesia belum memiliki aturan hukum dan teknis penanganan imigran ilegal
yang transit di Indonesia. Akibat tidak adanya aturan itu membuat tidak jelasnya

wadah koordinasi antar instansi terkait saat menangani imigran gelap.

Masalah imigran ilegal khususnya masalah pencari suaka di Indonesia ini
adalah masalah yang sangat dilematis, di satu sisi dalam menangani masalah ini
pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi
dan Protokol 1967 (mengangkat batasan Waktu & Geografis) yang merupakan

instrumen hukum utama bagi perlindungan pengungsi, di sisi lain pencari suaka ini

2 HRW: Penanganan Anak Pencari Suaka di Indonesia Buruk , tersedia di http. republika
on line diakses tanggal 12 Novemberber 2019
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merupakan masalah nasional dan internasional karena menyangkut hak asasi
manusia, maka pemerintah dituntut untuk ikut berperan menangani permasalahan
pencari suaka melalui pengambilan kebijakan dan penanganannya. Keberadaan
pencari suaka di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama, penanganan imigran
ilegal pencari suaka memerlukan kerjasama dengan instansi terkait seperti
Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Luar Negeri, juga pihak
internasional seperti International Organization of Migration (IOM) dan United

Nation High Commisioner of Refugees (UNHCR).

B. Rumusan permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

a. Apakah urgensi ratifikasi Konvensi tentang Kedudukan Pengungsi 1951 dan

Protokol Tambahan 1967 bagi Indonesia?

b. Bagaimanakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia?

¢. Bagaimanakah pengembangan model penanganan pencari suaka yang

seharusnya dikembangkan di Indonesia ?



11

BAB Il. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi ratifikasi Konvensi
tentang kedudukan Pengungsi dan Protokol Tambahan 1967 bagi
Indonesia

b. Untuk mengetahui penanganan dan perlindungan hukum bagi pencari
suaka dan pengungsi di Indonesia

c. Ditemukannya model penanganan dan perlindungan hukum bagi pencari

suaka di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi
pengembangan ilmu di bidang hukum internasional dan nasional khususnya

hukum pengungsi internasional

b. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum

di masa yang akan datang.

2. Secara praktis,
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
pemerintah Indonesia  untuk membuat pengaturan yang integratif

mengenai penanganan pencari suaka dan pengungsi internasional.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana dalam langkah-
langkah untuk menangani pencari suaka dan pengungsi di tingkat pusat

maupun daerah.

BAB I1l. TINJAUAN PUSTAKA

Wujud sistem filsafat hukum Indonesia adalah formulasi dari endapan nilai-nilai
luhur bangsa yang disebut pancasila. Sistem filsafat ini tersusun atas lima unsur dasar,
yaitu : nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai kerakyatan dan nilai
keadilan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan.

Berkaitan dengan hak asasi manusia maka yang sesuai adalah nilai-nilai yang
terdapat dalam sila ke dua Pancasila. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan
beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ini antara lain pengakuan terhadap adanya
martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia
yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya
perbedaan antara manusia dengan hewan. Nilai sila ini diliputi dan dijiwai sila I, meliputi

dan menjiwai sila I, IV, dan V.

Sila ini mencerminkan agar bangsa Indonesia membentuk suatu kesadaran tentang
keteraturan sebagai asas kehidupan untuk menjadi manusia sempurna. Manusia yang
peradabannya maju akan lebih mudah menerima kebenaran, lebih mungkin untuk

mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum

3 Lili Rasjidi dan 1B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Mandar maju,
2003, him.194-195
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universal. Kesadaran inilah yang harus diterapkan dalam kehidupan agar tercipta
kehidupan yang penuh toleransi. Dalam hal ini Negara Indonesia menghormati dan

melindungi warga Negara Indonesia dan warga Negara asing.

Pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan adanya kebutuhan yang semakin
kompleks, Negara saling membutuhkan dan saling tegantung satu sama lain. Peran
Bangsa Indonesia dalam dunia internasional terurai dalam tujuan Negara yang terdapat

dalam Aline IV Pembukaan UUD 1945, yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan Ketertiban dunia yang berdasarkan ...... ”

Sebagai upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social, maka dilakukan hubungan-hubungan
dan kerjasama dengan Negara lain yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian
internasional. Indonesia telah terikat pada beberapa konvensi internasional, namun

Indonesia belum terikat pada Konvensi tentang status Pengungsi 1951.

Suatu Negara adalah berdaulat, namun tidak berarti bahwa Negara itu bebas dari
tanggung jawab. Latar belakang timbulnya tanggung jawab Negara dalam hukum
internasional yaitu bahwa tidak ada satu Negara pun yang dapat menikmati hak-haknya
tanpa menghormati hak-hak Negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak Negara lain

menyebabkan Negara tersebut harus mempertanggungjawabkan. * Malcom N. Shaw

4 Huala Adolf, , Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional . Keni Media,
Bandung, 2011, him.255,
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menyatakan bahwa Karateristik utama tanggung jawab Negara didasarkan pada factor-

faktor sebagai berikut :®
1. Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua Negara tertentu;

2. Adanya suatu perbuatan atau kelalian yang melanggar kewajiban hukum

internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab Negara; dan

3. Adanya kerusakan atau sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum

(unlawful act) atau kelalaian (omission)

Salah satu macam tanggung jawab Negara adalah, tanggung jawab negara terhadap
orang asing. Secara garis besar tanggung jawab negara terhadap orang asing terbagi
dalam dua periode.® Pertama, periode hukum internasional tradisional. Kedua periode
hukum internasional modern. Pada era hukum internasional tradisional hanya mengakui
kewajiban negara terhadap orang asing sebatas standar minimum peradaban dan keadilan.
Hukum internasional modern bercirikan pada pengakuan dan pemberian pengakuan pada
individu dengan tidak memperhatikan kewarganegaraannya. Setiap individu ditempatkan
pada kedudukan serta memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dimanapun individu

itu berada.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap orang asing terdapat dua pendapat tentang

bagaimana Negara memperlakukan orang asing tersebut.

1. International Minimum Standard
Standar ini berasal dari Negara-negara barat (maju). Menurut mereka dalam
memperlakukan orang asing di dalam negeri, suatu Negara harus memenuhi apa

yang mereka sebut sebagai standar minimum internasional (international

5> Malcom N. Shaw, International Law, Cambrigje University press, Fourth Edition, 1997,
pg.542.
& Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him.63
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minimum standard). Manakala standar minimum tidak terpenuhi, maka tanggung
jawab Negara akan lahir.”

2. National treatment Standard

Standar ini dikemukakan oleh Negara-negara berkembang yang lahir
sebagai reaksi dari standar minimum internasional. Menurut satndar ini, orang
asing harus diperlakukan sama seperti halnya Negara memperlakukan
warganegaranya (national treatment standard).®

Latar belakang atau alasan dimungkinkannya suatu negara melindungi warga
negara dari perlakukan yang kurang baik oleh negara asing serta menuntut ganti rugi ialah
adanya doktrin tentang tanggung jawab negara yang di dalamnya mengandung tuntutan
kebangsaan (nationality of claim). Doktrin ini bersandar pada dua pilar yaitu hubungan
negara dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian pejabat-
pejabatnya dan organ-organnya serta kemampuan negara lainnya untuk mengklaim warga
negaranya (yang dirugikan).®

Tanggung jawab Negara diatur oleh standar-standar internasional (meskipun dalam
pelanggaran khusus suatu standar internasional dapat memasukkan standar nasional). Hal
ini bergantung pada hukum internasional mengenai apakah dan sejauh mana tindakan
atau kelalaian daridari suatu Negara tertentu dianggap sah atau salah. Terdapat beberapa
bentuk pertanggungjawaban yang diakui dalam hukum internasional. salah satunya
adalah reparation. Brownlie menerapkan istilah reparation untuk semua tindakan yang
diambil oleh Negara yang terkena pertanggungjawaban: pembayaran kompensasi atau

restitusi, sebuah apologi, penghukuman atas individu yang bertanggung jawab,

7 DJ Harris, Cases and Materials on International Law, London, Sweet and Maxwell 5
th.ed., 1998, him.398

8 Shaw, op.cit., him.246

® Huala Adolf, op.ci.,, him.244
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mengambil tindakan supaya tidak terjadinya pengulangan, segala bentuk pembalasan

(satisfaction) lainnya).1°

Pertanggungjawaban Negara Negara yang berhubungan dengan perlindungan hak

asasi manusia terbagi menjadi :*

a. Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect);

b. Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect);

C. Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill).

d. Kewajiban untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia

(obligation to promote).

Permasalahan penanganan pencari suaka dan pengungsi merupakan tanggung
jawab negara untuk mengatur dan melindungi. Konsepsi hukum sebagai sarana
pembangunan yang dimaksud adalah bahwa hukum dalam arti kaidah dan peraturan
hukum .Hukum dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam
arti pengatur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau
pembaruan.!?

Penanganan dan perlindungan terhadap pengungsi membutuhkan kerja sama baik
itu antar departemen di dalam negari maupun kerjasama internasional. Kerjasama antar
departemen yang terkait dapat dilakukan dengan suatu koordinasi sehingga tercipta cara
penanganan pencari suaka dan pengungsi yang efektif. Sedangkan Kkerjasama
internasional dalam penanganan pengungsi dapat dirumuskan dalam bentuk perjanjian.
Kerjasama internasional tidak hanya dilakukan antarnegara saja tetapi dapat pula

dilakukan melalui negara yang bernaung di bawah suatu organisasi internasional.

10 1an Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1992,
pg.458
11 Rudy Rizki, makalah pada Basic Course on International Humanitarian Law and
Human Rights, Kerjasama IAIN Antasari dan ICRC, Banjarmasin.
12 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT
Alumni Bandung, , 2003, him.30
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Selain kerja sama internasional, kerjasama antardepartemen atau koordinasi
diperlukan karena banyak instansi yang terlibat dalam penanganan masalah pencari suaka
dan pengungsi, antara lain : Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Luar
Negeri, juga pihak internasional seperti International Organization of Migration (IOM)
dan United Nation High Commisioner of Refugees (UNHCR).

Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian ( penyatuan ) tujuan dan
kegiatan perusahaan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai
tujuan organisasi secara efisien. Pedoman Koordinasi terdiri dari :

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap
bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap
bagian, ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya
kebutuhan dan keinginan berbeda.

2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling
mengisi dan memberi.

3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling
menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya
keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.

4. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan ujud saling
memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan saling tumpang tindih
tugas yang satu dengan tugas yang lain.

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?

13Gatjipto Raharjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang
Berubah. Jurnal Masalah Hukum. 1993
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2. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan.*

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pengajuan suaka dan permohonan pengungsi merupakan bagian dari hak asasi
manusia. Pasal 3 Deklarasi HAM PBB 1948 menyebutkan Everyone has the right to
leave any country including his own and to return to his country. Hak atas kebebasan
untuk memilih tempat tinggal atau negara ini kemudian dipertegas oleh Declaration of
Territorial Asylum 1967 yang menyatakan : (1) Everyone has the right to seek and to
enjoy in other countries asylum from persecution, (2) this right may not invokeed in the
case of prosecutions genuinely arising from non political crimes acts contrary to the
purposes and principles of the United nations. Penegasan Declaration of territorial
Asylum 1967 kata kunci untuk memohon suaka adalah adanya ketakutan akan menjadi
korban dari suatu penyiksaan di suatu negara sehingga ia memilih untuk mencari
perlindungan ke suatu negara. Hukum nasional Indonesia mengatur dalam Pasal 28
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia menegaskan bahwa
“setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara

lain.

14philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.,Bina limu.,
Surabaya, 1987.



19

BAB IV. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan studi dokumenter (documentary study) dengan
menggunakan yuridis normative. Penelitian normative adalah penelitian hokum
yang meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga peneltilan hokum
kepustakaan atau library research.® Penelitian ini akan mengkonspesikan
sebagai suatu system normative yang bersifat otonom dan tertutup serta
terlepas dari kehidupan masyarakat. 1® Dalam penelitian ini menggunakan
beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang-undang
(statute approach), pendekatan konspetual (conceptual approach). Pendekatan
perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah semua
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan untuk

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 100

16 Ronny Hanityo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
him 13-14.
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memunculkan obyek-obyek tertentu dari sudut pandang praktis dan dari sudut
pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi
tersebut, maka keseluruhan konsep akan berupaya menggabungkan kata-kata
dengan obyek-obyek tertentu dengan cara menempatkan arti kata-kata tersebut

secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.t’

B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis untuk
memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.
Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan
perundang-undangan, konvensi internasional dan ketentuan hokum

internasional lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang berkaitan
dengan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai negara transit dalam
menangani pencari suaka berdasarkan ketentuan internasional dan ketentuan

nasional Indonesia.

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan ini
merupakan keseluruhan aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara
resmi oleh suatu lembaga Negara, dan /atau badan-badan pemerintahan
yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang
dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara. Bahan hukum primer terdiri
atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

17 Jhony lbrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia
Publishing, Malang, him 306.
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2. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Bahan hukum ini merupakan keseluruhan informasi
tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri,
namun secara formil tidak dapat dikategorikan sebagai hukum positif.
Kegunaan bahan hukum ini adalah untuk memberikan petunjuk mengenai
arah dari penelitian yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli
hukum yang berpengaruh (the most highly qualified legal scholars opinion),
hasil penelitian huku, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan hasil

symposium mutakhir yang berkaitan dengan obyek penelitian

3. Bahan non-Hukum

Bahan di luar hukum yang digunakan untuk mendukung obyek
penelitian, Tolak ukur dalam penggunaan bahan ini adalah dari aspek
keilmuannya artinya bahan yang digunakan dapat membantu dalam
mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat sehingga dapat
menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Bahan-bahan ini terdiri dari
buku-buku, hasil penelitian, jurnal, kamus-kamus, dan hasil symposium
yang tidak berbasis ilmu hukum namun dapat membantu dan menjadi

petunjuk dalam menganalisis obyek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode kepustakaan dan
metode dokumenter terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan non
hukum yang berhubungan dengan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan
antara satu dengan lainnya sesuai pokok permasalahan yang diteliti sehingga
menjadi satu kesatuan yang utuh comprehensive, all inclusive, dan systematic'®

Metode pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan sistem Kkartu,

18 Johny Ibrahim, Op.cit. hal. 302.303.
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dimana bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas
dipaparkan, disistematikakan kemudian dianalisis guna mengintepretasikan

hukum yang berlaku.

E. Metode Analisa
Pada penelitian ini menggunakan metode analisis normatif Kkualitattif.
Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan
mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan asas-asas hukum, teori-teori
hukum, pengertian hukum, norma hukum, seta konsep yang berkaitan dengan
pokok permasalahan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalahan yang bersifat konkret yang dihadapi.
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Ratifikasi Konvensi tentang Kedudukan Pengungsi 1951 dan

Protokol Tambahan 1967 bagi Indonesia

Indonesia merupakan negara transit favorit bagi para pencari suaka
yang mencari negara tujuan. Hal ini dikarenakan faktor letak geografis
Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, yaitu
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta ddua benua yaitu Benua Asia
dan Benua Australia. Dari faktor sejarah, Indonesia pernah menerima
manusia perahu dari Vietnam antara 1979-1986 sebanyak sekitar sepuluh ribu
di antaranya ditempatkan di Pulau Galang, Riau.

Pada saat ini Indonesia menampung pencari suaka dari berbagai
wilayah dunia, yaitu dari Asia : Myanmar (Rohingya), Bangladesh, China,
Afghanistan, Suriah, dan Iran serta dari Afrika yaitu dari Sudan, Somalia,

dan Ethiopia. Sebagian besar para pencari suaka itu ditampung di Rudenim-
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rudenim yang ada di wilayah Indonesia, misalnya yang pernah menarik
perhatian adalah ditampungnya pencari suaka di Rudenim Kalideres, DKI
Jakarta, yang melebihi kapasitas sehingga mereka banyak mendirikan tenda
di pinggir-pinggir jalan dan dekat dengan rumah penduduk. (Sumber :
Kesbangpol DKI, 2019)

Berada di antara negara — negara penerima pencari suaka dan pengungsi
dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara
berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur
(mixed population movements). Setelah penurunan jumlah di akhir tahun
1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat
di tahun 2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian
menurun lagi pada tahun 2003 — 2008, tren kedatangan kembali meningkat di
tahun 2009. Di tahun 2015 dan seterusnya hingga tahun 2019, kedatangan
per-tahun kembali menurun. Hingga akhir Desember 2019, jumlah pengungsi
kumulatif di Indonesia tercatat sebesar 13,657 orang dari 45 negara dan lebih
dari setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan.*®

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan
bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni
perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di
mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan).
Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas
pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi
individual dapat dikeluarkan.

Sebagai negara yang sering didatangi oleh para pencari suaka,

walaupun bukan sebagai negara tujuan, namun Indonesia belum meratifikasi

19 https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia
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Konvensi tentang Kedudukan Pengungsi 1951. Dalam sejarahnya, konvensi
ini dibuat untuk mengatasi masalah pengungsi yang banyak terdapat setelah
Perang Dunia Il berakhir. Di samping belum menjadi Negara Pihak dari
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Indonesia juga
belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan
demikian, Pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk
menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani
permasalahan pengungsi di Indonesia.

Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi 1951 yang mengatur
mengenai pengungsi, terutama pengungsi teritorial, namun hak untuk
memperoleh suaka telah dijamin dalam perundangan nasional yaitu dalam :

1. UUD Pasal 28 G (2), yang menyatakan : Setiap orang mempunyai hak
untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan berhak

untuk memperoleh suaka dari negara

2. UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM Pasal 38 : Setiap orang berhak

untuk mencari dan menerima suaka politik dari negara lain.

3. Indonesia juga telah meratifikasi instrumen internasional mengenai HAM
di bawah ini :

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

(ICESCR) 1966

c. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women

d. Convention on the Rights of the Child

e. Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

f.  ASEAN Human Rights Declaration

oo

4. UU No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri yang

menyediakan ketentuan bagi pengungsi dan pencari suaka
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5. Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani
Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur
tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan
pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden
diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat Pemerintah
Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi
gabungan untuk pencari suaka.

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status
Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967, maka Indonesia tidak mempunyai
kewajiban untuk mengatur dan menentukan status para pencari suaka yang
datang ke Indonesia sehingga untuk poenentuan status pengungsi tersebut
dibantu oleh organisasi pengungsi PBB vyaitu UNHCR dan IOM

(International Organisation of Migration)

B. Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia

Seringkali terminologi pencari suaka dan pengungsi menimbulkan
kebingungan. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya
sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum
selesai dipertimbangkan. Dalam konteks hukum, istilah pencari suaka tidak
sama dengan istilah pengungsi. Sebelum seorang pengungsi diakui statusnya
sebagai pengungsi, pertama-tama ia merupakan pencari suaka. Pengungsi : A
person who arrives in a country to settle there permanently; a person who
immigrates. (Black’s Law Dictionary).

Istilah suaka sendiri dibedakan atas dua macam yaitu :



26

1. Suaka Teritorial, yaitu kewenangan negara untuk memperbolehkan
pengungsi atau aktivis politik masuk atau tinggal di negara tersebut yang
juga berarti di bawah perlindungannya. Hak suaka ini diakui oleh Pasal
14 UDHR 1948.

2. Suaka Diplomatik, yaitu suaka yang diberikan oleh perwakilan asing
pada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara
tempat perwakilan asing tersebu berada. Contoh : 1CJ Report 1950
(Columbia v. Peru), Kasus Haya de la Torre (Peru) yang meminta suaka
ke Kedubes Columbia di Lima, Peru.

Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi
melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak
tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka. Selanjutnya setelah
registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan
interview terhadap pencari suaka tersebut. Proses wawancara tersebut akan
melahirkan alasan — alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status
pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Pencari suaka selanjutnya diberikan
satu buah kesempatan untuk meminta banding atas permintaannya akan

perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak.
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13,653 total yang terdaftar oleh UNHCR Indonesia

LT LT T D TR BT O L T

10,278 pengungsi

28% anak-anak 72% dewasa (27% @ dan 73% G7)

Per Juli2020

3,375 pencari suaka

berasal dari tiga negara

Afghanistan
56%

dari pengungsi di Indonesia
72%

Somalia
10%

Iraq
6%

577 Pengungsi anak diterima di sekolah
negeri yang terakreditasi

atau 4,7% dari yang teregistrasi
di UNHCR Indonesia adalah
pengungsi tanpa

643

Kami didanai sebagian besar melalui
kontribusi sukarela sejumlah pemerintah:
Australia, Jepang, Amerika Serikat, Kanada,
Spanyol dan Uni Eropa serta donor swasta.
Pada tahun 2019, hanya 45% dari US$9,7
juta kebutuhan operasi kami terpenuhi.

3,508

Pengungsi diterima di kursus
online yang diadakan oleh
universitas atau program
pendidikan Y]ang diselenggarakan
oleh komunitas

Pengungsi diterima di negara
720 ketiga dan berangkat di tahun
019

Negara dengan pengungsi terbanyak di
Asia

1 I
kewarganegaraan 663 melalui resettlement dan 57 melalui sponsor pribadi| , - 406 55 55 2‘,,%
Pada saag,nl tidak ada. data pasti yang 5 kota - -
tersedia mengenai orang .tanpa 13,653 Malaysia
kewarganegaraan di Indonesia namun Kami ada di Jakarta, Medan, Tanjung Pinang, Thail;é",lm Bangladesh
diperkirakan populasinya cukup besar kanbaru dan Mak 593,000 >860,000

Sumber : https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance

UNHCR memiliki sejumlah sumber daya informasi bagi pengungsi dan
pencari suaka, serta bagi masyarakat umum.?® Dokumen-dokumen berikut ini
memuat informasi yang menjelaskan layanan yang disediakan oleh UNHCR
bagi orang-orang yang menjadi perhatianUNHCR, anytara lain informasi
mengenai Covid-19 yang sedang melanda dunia, baik dari Kementeriaan
Kesehatan maupun dari BNPB dan juga mengenai layanan online mengenai
informasi umum untuk pencari suaka, program sponsor pribadi, dansolusi
komprehensif untuk penempatan para pencari suaka yang dibuat dalam
berbagai bahasa.

UNHCR sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika
Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR dalam membangun kamp

pengungsian di Pulau Galang, untuk menampung lebih dari 170,000

20 https:/iwww.unhcr.org/id/informasi-untuk-pengungsi-dan-pencari-suaka
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pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Rencana AKksi
Komprehensive (The Comprehensive Plan of Action /CPA), yang diadopsi
pada 14 Juni 1989 oleh Negara Pihak Konferensi Internasional tentang
Pengungsi Indo-Cina, memberikan UNHCR tanggungjawab spesifik dalam
penanganan kedatangan pengungsi Indo-Cina dan pencarian solusi permanen
bagi mereka.

Sejak penutupan kamp pengungsian Galang pada tahun 1996, UNHCR
tetap melanjutkan bantuannya bagi Pemerintah Indonesia dalam memberikan
kebutuhan pengungsi akan perlindungan internasional. Saat ini, UNHCR
memiliki hampir 60 orang staff yang bekerja di kantor utama di Jakarta dan di
empat lokasi lainnya di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang
dan Makassar.?!

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan
bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni
perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di
mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan).
Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas
pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi
individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian
dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian
yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status
Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Prosedur ini
memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk

diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staf RSD dan dibantu oleh

2L https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr



29

seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan
perlindungan yang diajukan.

Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status
pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila
permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan
satu kesempatan untuk pengajuan ulang (banding). Bagi mereka yang
mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari tiga solusi
komprehensif. Secara tradisional, solusi yang memungkinkan terdiri dari
penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah
asal sudah berakhir) atau integrasi lokal di negara pemberi suaka.

Namun, dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan lebih dari 70.8
juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa, UNHCR
bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain, termasuk cara — cara
sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk
menjadi mandiri hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan; dan
solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan
keluarga yang difasilitasi Negara.

Pencarian sebuah solusi jangka panjang yang layak bagi setiap pengungsi
merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai pertimbangan mengenai
situasi dan kondisi individu serta keluarga. Solusi yang dicari adalah solusi

yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengungsi.??

3. Pengembangan Model Penanganan Pencari Suaka di Indonesia

Di samping melindungi hak — hak dan menjaga keadaan para pengungsi,

UNHCR memiliki tujuan utama untuk mencari solusi jangka panjang bagi para

22 https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia
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pengungsi yang akan memberikan mereka kesempatan untuk membangun
kembali hidup mereka sepantasnya dalam damai. Mencari solusi jangka
panjang bagi mereka yang membutuhkan perlindungan internasional di
Indonesia adalah salah satu tugas terpenting UNHCR.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar dalam pemberian
suaka dengan pemberian izin bagi pencari suaka untuk berada di Indonesia,
memperoleh layanan UNHCR dan izin tinggal sementara di Indonesia selama
mereka menunggu solusi jangka panjang yang sesuai bagi mereka.

Solusi jangka panjang yang ada terdiri dari integrasi lokal, pemulangan
secara sukarela, atau penempatan di negara ketiga. Namun, akibat keterbatasan
kuota penempatan di negara ketiga yang tersedia di dunia. UNHCR dalam
beberapa tahun belakangan ini berusaha memperluas alternatif, mencari lebih
banyak solusi “jangka panjang”.

Hal ini berarti mencari solusi yang disesuaikan atau solusi individual
untuk mendukung individu atau keluarga bersangkutan, dengan solusi yang
layak bagi konteks mereka. Seiring dengan berkurangnya kuota penempatan di
negara ketiga secara global, fokus UNHCR beralih kepada kesempatan
penghidupan, keahlian, dan pengembangan kapasitas serta pelatihan kejuruan.

Sepanjang satu dekade terakhir, dari jumlah hampir 33,700 pendatang
yang mencari suaka di Indonesia sejak tahun 2004, hanya kurang lebih 13%
orang diantaranya mendapatkan solusi dengan penempatan di negara ketiga
atau pemulangan secara sukarela ke negara asal mereka. Sementara sebagian
besar dari mereka adalah secondary movers atau tergolong kelompok yang
tidak berdiam di Indonesia untuk mengikuti atau menyelesaikan keseluruhan

proses pencarian solusi oleh UNHCR.
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Orang-orang Yyang terpaksa meninggalkan rumahnya dan mencari
perlindungan di negara lain, atau di bagian lain di negara mereka, tanpa
terkecuali membutuhkan pertolongan. Sebagian besar pengungsi meninggalkan
rumahnya hanya dengan membawa sedikit atau tanpa membawa kepemilikan.
Mereka yang memiliki sumber daya, biasanya akan kehabisan dalam waktu
yang singkat. UNHCR erat bekerja sama dengan mitranya untuk menjamin
kebutuhan psiko-sosial pengungsi dan orang yang menjadi perhatian UNHCR
terpenuhi.

Di Indonesia, unit Pelayanan Komunitas UNHCR bekerja dengan mitra
pelaksana, seperti Church World Service, untuk menyediakan kebutuhan dasar
bagi pencari suaka dan pengungsi, termasuk bantuan mental, konseling,
pendidikan, dan pelatihan dalam berbagai bahasa, dan hal-hal teknis. Selain itu,
Pelayanan Komunitas UNHCR juga melaksanakan kunjungan rumah secara
reguler untuk memfasilitasi aktivitas kelompok bantu-mandiri. Bantuan dan
dukungan bagi orang yang menjadi perhatian UNHCR juga diberikan melalui
mitra operasional UNHCR, vyaitu International Organization for Migration
(IOM). Kemitraan ini memenuhi kebutuhan pencari suaka dan pengungsi
selama mereka tinggal di Indonesia menunuggu identifikasi solusi jangka
panjang. IOM juga membiayai perjalanan bagi orang yang menjadi perhatian
UNHCR ketika mereka menjalani proses penempatan di negara ketiga dan
mereka yang mendaftar pemulangan sukarela.

Di Medan dan Makassar, UNHCR bekerja sama dengan Palang Merah
Indonesia (PMI) untuk mendukung sekolah dan rumah sakit yang memberikan
bantuan bagi orang yang menjadi perhatian UNHCR. UNHCR berharap dapat
memajukan proses pemberian bantuan material pada institusi lokal yang

berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar komunitas penerima. Hal
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ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan pencari suaka dan pengungsi
serta meningkatkan penerimaan publik atas kehadiran mereka di Indonesia.

Semua jasa yang diberikan kepada pencari suaka dan pengungsi oleh
UNHCR dan mitranya tidak dipungut biaya apapun. Perhatian khusus
diberikan pada mereka yang dikategorikan sebagai rentan — mereka yang
terpapar oleh risiko spesifik karena usia dan gender, termasuk perempuan,
anak-anak, orang tua, dan orang dengan disabilitas.

Bantuan lain yang diberikan oleh Pelayanan Komunitas dapat berbentuk
aktivitas non-material, seperti proses Penilaian Partisipatoris (PA) yang
UNHCR laksanakan bersama dengan mitranya serta orang yang menjadi
perhatian UNHCR. Sehubungan dengan orang yang menjadi perhatian
UNHCR, PA merupakan sebuah alat kerja yang digunakan untuk membangun
kemitraan dengan pengungsi perempuan dan laki-laki dari semua usia serta
latar belakang yang menjadi tanggungan potensial dari program bantuan
UNHCR. Dengan mempromosikan partisipasi mereka melalui dialog
terstruktur dalam penilaian kebutuhan khusus mereka, PA memungkinkan
UNHCR untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai masalah
perlindungan mereka dan mengembangkan program yang paling sesuai serta
cara-cara untuk memenuhi kebutuhan yang telah teridentifikasi.

Dalam kerja sama dan kemitraan dengan agensi PBB lainnya, UNHCR
Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi
Rencana Umum Gabungan PBB (UN Common Plans) tentang keadaan darurat
dan kesiapan pandemik, HIV/AIDS, koordinasi keamanan dan pelayanan

bersama.?

23 https://www.unhcr.org/id/kerjasama-dan-perlindungan-berbasis-komunitas
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Solusi terbaik untuk saat ini sebenarnya adalah dilakukannya kerja sama
regional dan global untuk membantu mengatasi permasalahan pengungsi.
Kerja sama regional, karena negara-negara tetangga Indonesia seperti
Malaysia, Singapura, dan Thailand pun tidak luput menjadi negara transit bagi
pengungsi.

Sejak ditampungnya pengungsi Vietnam di P. Galang, peran ASEAN
sebagai organisasi internasional regional cukup penting, baik dalam membuat
regulasi walaupun sebagian besar berupa deklarasi ASEAN ( Deklarasi
ASEAN untuk Pencarian dan Pertolongan Maritim 2010, Deklarasi Bali 2016
dan hasil pertemuan Satgas Bali Process pada Februari 2020 untuk membantu
pengungsi Rohingya). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (7) Piagam
ASEAN yang mencantumkan adanya kewajiban untuk mempromosikan dan

melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Simpulan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagi Indonesia belumlah urgen untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status

Pengungsi dan
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dan Protokol Tambahan 1967 sebab kewajiban yang lahir bagi negara
peserta konvensi ini cukup berat yaitu wajib melaksanakan daftar hak dan
kewajiban yang tercantum dalam konvensi tersebut yaitu harus
mempunyai pusat pemrosesan pengungsi sendiri yang tidak dicampur
dengan karantina imigrasi. Untuk saat ini, Indonesia masih belum
mempunyai pusat pemrosesan pengungsi atau pencari suaka sendiri karena
masih dicampur dengan rumah detensi imigrasi (rudenim) yang mestinya
merupakan tempat penahanan bagi para pelanggar keimigrasian di
Indonesia (menyalahi ijin tinggal —over stay, menyalahgunakan visa, atau
bahkan tidak memiliki visa atau ijin tinggal). Negara peserta Konvensi
1951 tentang Status Pengungsi juga dilarang untuk mengembalikan
pengungsi atau pencari suaka ke negara asal secara paksa atau
digunakannya prinsip non-refoulement yaitu tidak mengembalikan
pengungsi ke negara asal di mana keselamatan dan keamana mereka
terancam. Sementara Indonesia sebagai negara berpenduduk besar yang
masih belum mampu secara layak dan baik untuk mengurus para pencari
suaka yang datang ke wilayah Indonesia dalam jumlah banyak.

. Penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia pada saat ini terdiri
dari tiga tahap yaitu dari proses ditangkapnya atau ditemukannya para
pengungsi yang sedang transit di Indonesia dan selanjutnya ditempatkan di
rumah detensi imigrasi (rudenim) di bawah naungan kantor imigrasi
setempat. Selanjutnya para pencari suaka ini akan diurus legaliatasnya
berupa penentuan status mereka oleh UNHCR. Proses terakhir adalah
memindaahkan para pencari suaka yang telah mendapatkan status
pengungsi legal ini ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal

mereka.
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3. Pengembangan model penanganan pencari suaka yang seharusnya
dikembangkan dikembangkan di Indonesia adalah dengan berpedoman
pada kerja sama di tingkat regional atau kawasan. Indonesia bukanlah
satu-satunya negara di kawasan yang terpaksa harus mengurus dan
menghadapi arus pengungsi dan pencari suaka baik dari negara-negara
tetangga seperti Myanmar, namun Indonesia dan negara-negara di
kawasan juga harus menampung pengungsi dari wilayah Timur Tengah
seperti Suriah, Iran dan juga Afghanistan, serta pengungsi dari negara-
negara di benua Afrika. Kerja sama dalam menangani pengungsi dengan
model pembagian jatah atau kuota memungkinkan negara-negara di
kawasan Asia Tenggara yang sering menjadi tempat persinggahan dan
berlabuhnya pengungsi untuk dapat diurus dan diperlakukan secara
manusiawi dan layak. Kerja sama regional ini terutama dapat dilakukan

melalui organisasi regional yang sudah ada yaitu ASEAN.
B. Saran

Sebagai negara yang selalu menjadi tempat transit dan berlabuhnya para
pengungsi dari beberapa penjuru dunia, Indonesia harus lebih lantang
menyerukan kerja sama regional dan global untuk bersama-sama mengatasi
permasalahan pengungsi, aantara lain dengan menyerukan tindakan atau sanksi
yang lebih tegas kepada negara yang menimbulkan terjadinya arus
pengungsian karena pelanggaran HAM atau perang. Penguatan di wilayah
Asia Tenggara melalui ASEAN sangat penting dengan menyerukan

pembentukan Dewan HAM ASEAN.
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